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ABSTRAK

Ketentuan KUHAP tentang keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti
pada prinsipnya berkedudukan untuk menguatkan suatu elemen atau unsur suatu
tindak pidana, khususnya atas tindakan-tindakan pidana yang untuk memastikan
membutuhkan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian khusus terkait
dengan unsur tindak pidana bersangkutan. Hal ini tentu berarti juga. keterangan
ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti yang utama. Artinya,
ketika keterangan saksi sebagai alat bukti tidak ada, maka suatu tindak pidana bisa
dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja. Dengan menggunakan
metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka, penulis bermaksud menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu
mengenai bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum
positif dan hukum Islam serta bagaimanakah kedudukan saksi ahli dalam
pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan hukum
Islam bahwa dalam hukum positif yakni untuk menghindari adanva ancaman
hukuman bagi saksi palsu. akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat
sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam
memberikan Kkesaksiannya. Dalam hukum Islam tidak mengenal apa yang
dimaksud dengan saksi ahli. Hukum Islam hanya mengenal dan memakai istilah
seseorang yang bersaksi sebagai saksi, yaitu atas sesecorang yang melihat,
mendengar ataupun mengalami langsung kejadian yang ia alami.

Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan hukum
Islam adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah
dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat | KUHAP, sedangkan kedudukan saksi ahli
dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum Islam merupakan alat bukti
yang tidak bisa diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi
orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan

didalamnya.
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BAR IV

PENUTLP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab schelumnya maka dapat ditanik

peberapa kesumpulan dan saran antara lain sehagai berikut
A. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian saksi ahli dalam perspektif hukum positif dan
hukum Islam bahwa dalam hukum positif yakni untuk menghindari
adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa
tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi
untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Dalam hukum
Islam tidak mengenal apa yang dimaksud dengan saksi ahli. Hukum
Islam hanya mengenal dan memakai istilah sescorang yang bersaksi
sebagai saksi, yaitu atas sescorang yang melihat, mendengar ataupun
mengalami langsung kejadian yang ia alami.

Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian menurut hukum positif dan
hukum Islam adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat
bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat | KUHAP, sedangkan
kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum
menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang melihat langsung
kejadian lerscbut karena ditakutkan ada kecurangan didalumnyu.
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